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PENUTUP 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang telah 

menjalankan perannya secara aktif dan sistematis dalam 

penanggulangan anak jalanan. Upaya yang dilakukan upaya represif 

terdiri dari penertiban dan pembinaan, serta upaya prefentif terdiri dari 

patroli dan pendataan. Secara normatif dan fungsional, Satpol PP telah 

melaksanakan kewenangannya sebagai aparat penegak peraturan 

daerah dalam menjaga ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat, termasuk terhadap kelompok rentan seperti anak jalanan. 

2. Penanggulangan anak jalanan di Kota Padang masih menghadapi 

kendala struktural yang bersumber dari faktor ekonomi, faktor 

masyarakat, peran orang tua dan faktor pengaruh teman sebaya. 

Keterbatasan kewenangan Satpol PP dalam menangani akar 

permasalahan sosial dan ekonomi menyebabkan penanganan anak 

jalanan cenderung bersifat sementara dan berulang. Hal ini 

menunjukkan bahwa penertiban dan pembinaan awal belum mampu 

menyelesaikan persoalan anak jalanan secara berkelanjutan tanpa 

dukungan kebijakan sosial, ekonomi, dan perlindungan anak yang 

terintegrasi. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Diharapkan Satpol PP Kota Padang dapat terus meningkatkan 

kualitas pelaksanaan perannya tidak hanya dalam aspek penertiban, 

tetapi juga dalam penguatan fungsi koordinatif dan preventif, 

khususnya melalui kerja sama yang lebih intensif dengan Dinas 

Sosial, lembaga perlindungan anak, dan pemerintah daerah. 

Penanganan anak jalanan perlu diarahkan tidak hanya pada 

penghentian aktivitas di jalan, tetapi juga pada sistem rujukan 

pembinaan lanjutan yang berkelanjutan agar anak tidak kembali ke 

jalan. 

2. Pemerintah daerah dan pembuat kebijakan perlu mengembangkan 

kebijakan penanggulangan anak jalanan yang bersifat 

komprehensif dan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan 

pendekatan hukum, sosial, ekonomi, dan perlindungan anak. Selain 

itu, diperlukan upaya pencegahan non-penal melalui penguatan 

peran keluarga, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, 

pendidikan pengasuhan orang tua, serta pembangunan kesadaran 

sosial masyarakat, sehingga penanggulangan anak jalanan tidak 

hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, struktural, dan 

berorientasi jangka panjang. 

3. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran sosial yang lebih kritis 

dan bertanggung jawab dalam menyikapi keberadaan anak jalanan, 
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khususnya dengan tidak memberikan uang atau bantuan langsung 

di jalan yang justru dapat memperkuat keberlanjutan aktivitas anak 

di ruang publik. Kepedulian sosial seharusnya diarahkan melalui 

mekanisme yang lebih tepat, seperti penyaluran bantuan melalui 

lembaga sosial, program kesejahteraan, dan institusi perlindungan 

anak, sehingga solidaritas sosial tidak berdampak paradoksal 

terhadap keberlangsungan fenomena anak jalanan. 

4. Kepada Keluarga 

Keluarga, khususnya orang tua atau wali, diharapkan dapat 

memperkuat fungsi pengasuhan, pengawasan, dan perlindungan 

terhadap anak sebagai tanggung jawab utama dalam sistem 

perlindungan anak. Peran keluarga perlu diarahkan pada 

pemenuhan kebutuhan dasar anak, pemberian perhatian emosional, 

serta pembentukan nilai dan disiplin sosial sejak dini, sehingga 

anak tidak terdorong untuk mencari ruang sosial dan ekonomi di 

jalan. Penguatan peran keluarga menjadi fondasi utama dalam 

pencegahan struktural anak turun ke jalan secara berkelanjutan. 
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